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ABSTRAK 

Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, 

atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum Penelitian ini 
bertujuan: 1). Mengetahui dan menganalisis  pertanggungjawaban hukum  tenaga  kesehatan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 2).   Mengetahui dan menganalisis sanksi hukum bagi tenaga 

kesehatan yang lalai dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan.  Penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

Kesimpulan penelitian: 1)  Pertanggungjawaban hukum  tenaga  kesehatan berdasarkan  Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 adalah Rumah Sakit hanya bertanggung jawab sebatas akibat kelalaian tenaga 
kesehatan saja, dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, kelalaian atau 

kesalahan karena kesengajaan yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.  Tanggung Jawab 

Perdata Rumah Sakit atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang menyebabkan 

kerugian pada pasien telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata bagi 
tenaga medis dan tenaga kesehatan;  2). Sanksi hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam melakukan 

tindakan pada pelayanan kesehatan adalah sanksi pidana, perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban 

secara strict liability karena pasien juga  merupakan konsumen penerima pelayanan jasa,  tidak hanya 
terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian material tetapi juga sudah sampai pada ancaman terhadap 

keselamatan tubuh atau jiwa dari pasien. 
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